
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR3 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

> a.

2 1.

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk
Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentangPembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

3.



10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4.

5495);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022

Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5.

6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6858);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5694);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

9,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Meranti Nomor 8Daerah Kabupaten Kepulauanrohan 2018 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 39),

12

13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2020tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa dan AlokasiDana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan MerantiTahun 2020 Nomor 20,);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUNANGGARAN 2025.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1.
2.
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan olehPemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usuldan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk desa_ berdasarkanketerwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Kepala Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesadalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahasdan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BadanPermusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan sebagaipetunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasandan penetapan APBDes.

Dana Purna Bakti adalah sejumlah uang yang diberikan kepada KepalaDesa defenitif untuk satu kali masa jabatan setelah yang bersangkutandiberhentikan dengan hormat dan menyelesaikan masa jabatan.

5.

6.

8.

9.



Pasal 2
(1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025, meliputi :» a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah

Daerah;
b. prinsip Penyusunan APBDes;
c. kebijakan Penyusunan APBDes;
d. teknis Penyusunan APBDes; dan
e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten KepulauanMeranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 ber 2034

ys
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Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR ot


